BAB IV

GAMBARAN UMUM

Bab ini akan berisikan 3 sub bab dengan menjelaskan mengenai gambaran
umum negara Thailand yang membahas terkait pengenalan Thailand dan sektor
perikanan dan pengolahan seafood pada negara tersebut dimana kedua sektor
tersebut merupakan area yang ditemukan pekerja anak baik yang berasal dari lokal
Thailand dan berasal dari migran negara-negara tetangga seperti Kamboja,
Myanmar dan sebagainya. Selain itu pada bab ini akan menjelaskan pula peranan
ILO secara umum dan penjelasan mengenai contoh beberapa program di negara lain
yang bekerja sama dengan ILO yang memiliki kasus yang sama dengan Thailand.
4.1 Thailand dan Problematika Pekerja Anak

Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak
pernah merasakan penjajahan dari bangsa Barat. Sejak pada tahun 1932 terjadinya
revolusi mengantarkan Thailand menjadi negara dengan bentuk monarki
konstitusional'. Kepala Pemerintahan Thailand dipimpin oleh seorang Perdana
Menteri yang dilantik dari anggota parlemen dan tidak jarang berasal dari partai
yang mendominasi di Thailand, sedangkan Raja Thailand dianggap sebagai seorang
pemimpin dari sisi moral dimana merupakan lambang persatuan dari masyarakat
Thailand?. Perdana Menteri Thailand yang berkuasa pada tahun kerja 2008 hingga
2011 adalah Abhisit VVejjajiva yang kemudian digantikan oleh Yingluck Shinawatra
hingga tahun 2014, pada pertengahan tahun 2014 kursi kepemimpinan Perdana

Menteri diduduki oleh Prayut Chan-O-Cha yang merupakan Panglima Tertinggi

! CIA. 2018. The World Factbook : Thailand. [ONLINE] Tersedia di:
https://www.worlddata.info/asia/thailand/populationgrowth.php. [Diakses pada 15 November 2018]
2 1bid.,
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Angkatan Bersenjata sejak tahun 20103. Selain itu, Thailand menggunakan sistem
dua kamar yaitu adanya Majelis Nasional yang beranggotakan atas Dewan
Perwakilan dan Senat dengan masing-masing berjumlah 500 orang dan 250 orang*.

Populasi yang dimiliki oleh Thailand pada tahun 2010 mencapai 67,21 juta
jiwa, yang kemudian terus mengalami peningkatan pada tahun 2011 mencapai
67,53 juta jiwa, pada tahun 2012 mencapai 67,83 juta jiwa, pada tahun 2013
mencapai 68,14 juta jiwa hingga pada tahun 2014 mencapai 68,42 juta jiwa dengan
peningkatan tiap tahunnya mencapai 0,45%?>. Pada tahun 2010 terdapat estimasi
migran asing berjumlah 2.581.141 jiwa dimana 9% dari total tersebut berusia
dibawa 15 tahun, serta mencapai 1,3 juta jiwa berasal dari Myanmar yang tersebar
di Thailand®.

Thailand merupakan salah satu negara transit dan tujuan utama terutama di
wilayah Mekong dalam kegiatan perdagangan manusia, baik itu wanita, pria dan
tidak terkecuali anak-anak’. Mayoritas anak-anak yang berasal dari negara tetangga
dibutuhkan untuk dieksploitasi secara ilegal, yang mana salah satunya pada bidang
perikanan dan industri pengolahan seafood. Pekerja dibidang tersebut dapat
dikategorikan menjadi dua yaitu pekerja asli Thailand dan migran.

Ikan-ikanan, udang dan berbagai seafood lainnya merupakan salah satu dari

produk ekspor utama bagi Thailand, selain barang elektronik seperti komputer

3 Ibid.,

4 Ibid.,

> WorldData.info. 2018. Population development in Thailand since 1960. [ONLINE] Tersedia di:
https://www.worlddata.info/asia/thailand/populationgrowth.php. [Diakses pada 15 November 2018]
6 Vapattanawong, Patama, 2018. Abstract. Foreigners in Thailand, [Online]. 00, 186. Tersedia di:
http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceXI/Download/Book/447-1PSR-Conference-Al2-
fulltext.pdf [Diakses pada 15 November 2018]

7 UN-ACT. 2014. Thailand. [ONLINE] Tersedia di: http://un-act.org/thailand/. [Diakses pada 2
Agustus 2018]
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dimana total ekspor dari produk seafood dari tahun 2007 hingga tahun 2016 dapat
dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 3 Total Export Seafood Thailand®®

Total Export Seafood Thailand 2007 - 2016

5.06

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
=8 Per US$ Milyar
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan dan
kenaikan total ekspor seafood Thailand yang terjadi di tiap tahunnya dimana jumlah
terendah berada pada tahun 2007 dengan total US$2,47 milyar, sedangkan jumlah
tertinggi terdapat pada tahun 2012 yang mana mencapai US$5,06 milyar®°. Selain
itu negara — negara yang menjadi pasar ekspor bagi produk seafood Thailand dalam
tujuh tahun terakhir merupakan Amerika Serikat dengan total permintaan ekspor

39,46%, Jepang dengan total permintaan ekspor kurang lebih 23%, Kanada dengan

8The Observatory of Economic Complexity. 2016. What does Thailand export?. [ONLINE]
Tersedia di: https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/stacked/hs92/export/tha/all/show/2010.2016/.
[Diakses pada 16 Maret 2018].

9 FAO. 2018. Fishery and Aquaculture Country Profiles:The Kingdom of Thailand. [ONLINE]
Tersedia di at: http://www.fao.org/fishery/facp/THA/en. [Diakses pada 1 Agustus 2018]

10 Guido Vanhaleweyk. 2016. Thailand : Trade Balance, Exports and Imports (2016). [ONLINE]
Tersedia di: http://www.thaiwebsites.com/imports-exports.asp. [Diakses pada 16 Maret 2018].
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total permintaan 5,09%, Inggris dengan total permintaan 4,55% Australia dan
Jerman dengan masing — masing total permintaan kurang lebih 3,98% dan 3,86%,
dengan sisanya negara—negara lain seperti Vietnam, China dan Korea Selatan'?.
Tingginya total ekspor produk seafood tersebut memungkinkan bagi
perusahaan industri tersebut memakai tenaga kerja anak-anak serta buruh migran
asing, hal tersebut seringkali dilatarbelakangi karena pekerja Thailand merasa
enggan menerima jumlah penghasilan yang kecil apabila dibandingkan dengan
pekerjaan keras dalam industri tersebut, selain itu masyarakat Thailand dengan
pendidikan tinggi seringkali justru memilih berpindah ke negara lainnya untuk
bekerja sedangkan para buruh migran asing dan anak- anak seringkali memahami
bahwa mereka harus mampu mengerjakan seluruh pekerjaan keras tersebut dengan
jumlah penghasilan yang tidak setara. Berikut ini perusahaan-perusahaan industri

perikanan dan pengolahan seafood yang terdaftar di Thailand.

1 | oc,. Cit ., Adams, F.
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Tabel 4 Perusahaan Seafood di Thailand?

Andaman Surimi Industries CO., LTD
Anusorn Mahachai Coldstorage CO.,
LTD

B.S.A Food Products CO., LTD
Bangkok Seafood CO., LTD

BS Manufacturing CO., LTD
Chaicaroen Marine CO., LTD
Charoen Pokphand Foods Public CO.,
LTD

China Siam Seafood CO., LTD
Chocksamut Marine CO., LTD
Chotiwat Manufacturing CO., LTD
Chung Long Oceanic CO., LTD
Daedong CO., LTD

Daiei Taigen CO., LTD

Daiho CO., LTD

Fortune Frozen Foods CO., LTD

Man A Frozen Foods CO., LTD
GGC. TWN CO., LTD

Global Food Marketing Group
Grobest Frozen Foods CO., LTD
Hanwa CO., LTD

I.S.A Value CO., LTD

I.T Foods CO., LTD

HIC CO.,LTD

J-Gourmet CO., LTD

K&U Entreprise

Lee Heng Seafood CO., LTD

Lenk Frozen Foods CO., LTD

Lucky Foods CO., LTD

Lucky Union CO., LTD

Mahachai Food Processing CO., LTD
Kantang CO., LTD

P.T Foods Processing CO., LTD
Pacific Marine Food Products CO.,
LTD

A Foods 1991 CO., LTD

A.P Frozen Foods CO., LTD
Anglo-Siam Seafoods CO., LTD
Bright Sea CO., LTD

C.P Merchandising CO., LTD
Chaivaree Marine Products CO., LTD
Chantaburi CO., LTD

Four N Frozen Foods CO., LTD
Gallant Ocean CO., LTD

Gold Fortune Cold Storage CO., LTD
Golden Seafood International CO.,
LTD

Good Luck Product CO., LTD

Hea Ting CO., LTD

Heng Seafood CO., LTD
Jaroensap Frozen Foods CO., LTD
Kanjana Seafood CO., LTD

Ingsita CO., LTD

Inter-Pacific Marine CO., LTD
May Ao CO., LTD

Merkur CO., LTD

Marine Gold Products CO., LTD
Kitchen of the Ocean CO., LTD
N$N Food CO., LTD

Narong Seafood CO., LTD
Kosamut Frozen Food CO., LTD
Okeanos CO., LTD

Ongkorn Cold Storage

KF Foods CO., LTD

Kingfisher CO., LTD

Nissui CO., LTD

Kongphop Frozen Foods CO., LTD
Kibun CO., LTD

P.N Marine CO., LTD
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Sejak berabad-abad lalu, anak-anak merupakan salah satu ‘obyek’ di
berbagai negara sebagai pelayan, budak, diperdagangkan dan pekerja. Hingga Kini
permasalahan utama dari tingginya pekerja anak yakni rendahnya pendidikan dan
perekonomian yang mana berimbas pada kegiatan perdagangan anak. Dari kegiatan
perdagangan anak tersebut, anak-anak yang tidak berpendidikan menjadi pekerja
anak di negara naungannya. Hingga kini pekerja anak tetap saja ditemukan
dinegara-negara yang mana seringkali secara gelap di sektor-sektor berbahaya,
dimana salah satu sektor yang dianggap berbahaya adalah pada perikanan dan
pengolahan seafood.

Selain itu, masyarakat Thailand berpendapat bahwa anak-anak berusia 15
hingga 17 tahun dianggap umum untuk berkerja dalam lingkungan kerja yang
berbahaya seperti dalam industri seafood’>. Pemahaman masyarakat Thailand
tersebut secara tidak langsung menjadi pemikiran bahwa anak-anak dibawah umur
yang bekerja merupakan hal yang lumrah. Anak-anak dituntut untuk mampu tunduk
pada jam Kerja, lingkungan yang kotor serta kemungkinan bagi anak-anak tersebut
untuk terkena bahan kimia yang membahayakan keadaan anak-anak tersebut
sedangkan anak-anak seharusnya berada pada lingkungan belajar, bermain dan
aman serta adanya asupan nutrisi bagi perkembangan anak-anak tersebut.

Pada Thailand diakhir tahun 1980an, kegiatan perdagangan anak telah

dilarang di akan tetapi belum adanya hukum tertulis terkait larangan tersebut,

12 TFFA. 2018. Member. [ONLINE] Tersedia di: https://www.thai-
frozen.or.th/index.php/member/profile. [Diakses pada 15 November 2018]

13 International Labour Organization. 2013. Background and Introduction. Baseseline Surveys on
Child Labour in Selected Areas in Thailand, hal 02.
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kemudian pada tahun 2004, kegiatan tersebut menjadi agenda nasional®4. Pada
tahun 1985 hingga 1995, Thailand mengalami perkembangan yang baik dalam
perekonomiannya dimana kemiskinan mengalami penurunan dari 21% pada tahun
1988 hingga 13% pada tahun 1992 dimana hal tersebut pun berimbas pada
penurunan partisipasi atas pekerja anak sebesar 37% pada tahun 1990 hingga 21%
pada tahun 1993 serta perkembangan akses pendidikan pun menjadi lebih
terjangkau bagi keluarga-keluarga di Thailand sebagai dampak dari perkembangan
perekonomian Thailand pada dekade tersebut®.

Akan tetapi, keberadaan dari pekerja anak saat itu tetap muncul. Hal tersebut
dilatarbelakangi karena meskipun banyak keluarga di Thailand yang menjauh dari
jurang kemiskinan namun kesenjangan pendapatan justru meningkat yang mana
pada mulanya sebesar 35% pada tahun 1988 menjadi 38% pada tahun 1992 dimana
hampir mencapai seperempat rumah tangga di Thailand hanya mendapatkan upah
sebesar 15% diatas batas?®.

Pada tahun 1995 menurut Banpasiric berdasarkan National Youth Berau,
Foundation for Children’s Development dan Kementerian Kesehatan Thailand
bahwa jam kerja anak-anak justru meningkat dimana pada tahun 1986 sebesar
84,9% anak-anak yang bekerja lebih dari 8 jam sehari menjadi 91,5% pada tahun
19957, Selain itu peningkatan terjadi pula pada total pekerja anak-anak yang

bekerja selama 7 hari penuh dalam seminggu yang mana pada tahun 1986 sebesar

14 Child Rights International Network. 2011. THAILAND: Child Rights References in the Universal
Periodic Review. [ONLINE] Tersedia di: https://www.crin.org/en/library/publications/thailand-
child-rights-references-universal-periodic-review. [Diakses pada 3 September 2018]

15 Tzannatos, Z., 1998. Child Labor And School Enrollment In Thailand In The 1990s. 1st ed. The
World Bank: Social Protection Labor Markets, Pensions, Social Assistance, Hal 1.

16 |bid.,

17 |bid, Hal 7.
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8% mencapai 30,3% pada tahun 1995 serta peningkatan pada jam kerja malam yang
dialami oleh anak-anak pada tahun 1986 sebesar 8,6% menjadi 11,6% pada tahun
199118,

Namun sejak pada tahun 1992 Pemerintah Thailand telah menunjukkan
kesungguhan dalam mengurangi dengan pekerja melalui menandatangani
Memorandum of understanding (MoU) bersama ILO sebagai salah satu lembaga
non negara yang dimiliki oleh PBB yang berfokus pada sektor pekerja dan
kesejahteraannya secara internasional, dimana Thailand menjadi salah satu negara
anggota awal bagi lembaga tersebut dimana ditandai dengan adanya proyek
kerjasama antara keduanya yakni Time Bound Programme (TBP)*°.

Terhitung terdapat 18 konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Thailand
sejak tahun 1947 dimana 4 konvensi diantaranya terkait dengan pekerja diantaranya
adalah Forced Labour Convention dan Abolition of Forced Labour Convention
pada tahun 1969, Worst Forms of Child Labour Convention pada tahun 2001 dan
Minimum Age Convention pada tahun 20042°.

Tidak hanya anak-anak asing yang bekerja pada bidang tersebut, akan tetapi
begitu pula dengan anak-anak lokal yang biasanya dilatarbelakangi karena
rendahnya perekonomian maupun rendahnya pendidikan yang diterima. Meskipun
sejak tahun 1912, Thailand telah melarang segala bentuk perbudakan namun hingga

tahun 2010 pekerja anak tetap ditemukan di bidang perikanan dan industri

18 Ibid.,

19 Okusa, Maki, 2008. Challenges of Child Labour in Thailand : Responses of ILO. Child Labor In
Asia: Challenges And Responses Of The International Labour Organization In Thailand And India,
Chapter IV, Hal 45.

0)1L0. 2017. Ratifications for Thailand. [ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:14122011280527::::P11200_INSTRUMEN
T_SORT:2. [Diakses pada 20 September 2018]
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pengolahan seafood. Beberapa provinsi Thailand yang menjadi lokasi utama
perikanan dan industri pengolahan seafood adalah Samut Sakhon, Nakhon Si
Thammarat, Songkhla dan Surat Thani.

Tabel 5 Persentase Pekerja Anak Pada Tahun 201321

60%
52%
50%

40%
35%

30%
20% 16%
10%

0%
Samut Sakhon Nakhon Si Thammarat Surat Thani
dan Songkhla

Provinsi Samot Shakon merupakan salah satu provinsi yang terletak di
bagian tengah Thailand yang mana pada tahun 2013 dari total 360 pekerja anak
berusia 5 hingga 17 tahun yang aktif bekerja pada sektor seafood mencapai 35%,
38% bekerja pada pabrik, dan 28% lainnya bekerja sebagai pedagang grosir dan
eceran?2. Nakhon Si Thammarat, Songkhla dan Surat Thani yang merupakan
provinsi yang terletak di bagian selatan Thailand dari total 656 pekerja anak berusia
5 hingga 17 tahun secara aktif bekerja mayoritas pada sektor seafood mencapai
52%, 11,5% bekerja pada sektor buruh upahan seperti pekerja konstruksi, supir,

mengupas bawang, pengantaran tungka gas, 10,2% bekerja pada sektor bisnis grosir

21 International Labour Organization.2013. Baseseline Surveys On Child Labour In Selected Areas
In Thailand. Thailand: ILO/IPEC.
21pid.,.
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keluarga, 7,8% bekerja pada rumah makan milik keluarga, 5,3% bekerja pada sektor
agrikultur dan peternakan, dan sebagainya?. Sedangkan pada provinsi Surat Thani,
dari total 44 pekerja anak yang secara aktif bekerja pada usia 5 hingga 17 tahun
dengan estimasi mencapai 23% bekerja pada sektor konstruksi dan 16% bekerja
pada pabrik — pabrik diwilayah tersebut*,

Gambar 1 Peta Wilayah Thailand®®
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2 |bid.,

24 |bid.,
%5 CIA,2018. Peta Thailand [ONLINE]. Tersediadi: https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/attachments/maps/TH-map.qgif [Diakses pada 13 Desember 2018].
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Selain itu, migran asing yang berasal dari negara tetangga Thailand yakni
Myanmar, Laos dan Kamboja yang mana sebagian besar anak — anak pun memiliki
peranan penting dalam industri seafood di Thailand. Pekerja migran asing yang
mayoritas berasal dari Myanmar bertempat tinggal di Thailand mencapai 2 hingga
5 juta dimana kurang lebih mencapai 90% dari mereka bekerja pada sektor industri
seafood. Pada tahun 2012, 6000 hingga 8000 anak — anak berusia dibawah 15 tahun
dan 20.000 hingga 30.000 anak - anak berusia 15 dan 17 tahun bekerja pada sektor
industri seafood?¢. Kemudian setelah implementasi proyek kerjasama yang terjalin
antara ILO dan Pemerintah Thailand yakni Addressing Worst Forms of Child
Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas in Thailand dan Combating the
Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas in Thailand
terdapat 10.500 jiwa baik anak-anak lokal dan migran yang menjadi pekerja anak
di provinsi yang menjadi lokasi tujuan dalam proyek telah mendapatkan
kesempatan untuk hidup yang lebih layak seperti mendapatkan pendidikan, akses
kesehatan dan perlindungan sosial?’.

Sebagaimana pekerja anak yang ditemukan di provinsi Samut Sakhon
bekerja dalam bidang pengolahan udang dan seafood, selain itu pekerja anak yang
ditermukan di provinsi Surat Thani, Songkhla dan Nakhon Si Thammarat biasanya
bekerja dalam bidang budidaya udang air laut, penyortiran ikan di dermaga dan
industri pengolahan udang dan seafood?®. Mayoritas dalam industri seafood

tersebut bergantung pada migran asing, akan tetapi migran asing tersebut cenderung

%6 Adams, F., 2015. Child Labour Report 2015. Institut fiir Okonomie und Okumene: Terre Des
Hommes.

27 1L0. 2015. Addressing Child Labour and Promoting Better Working Conditions in Thai Shrimp
and Seafood Industry. [ONLINE] Tersedia di: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---
ro-bangkok/documents/publication/wcms 189346.pdf. [Diakses pada 14 November 2018]

28 International Labour Organization. Loc. Cit. 02.

41


http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_189346.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_189346.pdf

lebih rentan terhadap adanya eksploitasi, deportasi, hambatan akses pendidikan
bagi anak-anak migran serta rendahnya upah yang diterima yang mana upah
minimum adalah 300 Baht atau Rp. 132.145,00 perhari menjadi dorongan bagi
keluarga migran asing untuk memperbolehkan anak-anak mereka untuk bekerja
sebagai bentuk bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga tersebut?. Di
provinsi Samut Sakhon, upah yang didapatkan oleh pekerja anak perbulan yakni
kurang lebih mencapai 4223 Baht3°. Terlebih di provinsi Songkhla dan Nakhon Si
Thammarat, upah yang diterima oleh setengah dari total pekerja anak yakni kurang
lebih 3500 Baht perbulan, sedangkan upah rata-rata yang didapat oleh pekerja yakni
3632 Baht3!. Seringkali pekerja di provinsi Samut Shakon menggunakan jasa agen
untuk menemukan pekerjaan bagi mereka yang mana secara tidak langsung
membuat mereka berhutang atas jasa agen tersebut3?.

Pekerja dibidang perikanan dan pengolahan seafood sebagian besar
memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dimana pada tahun 2010 menurut
lembaga survei pekerja di Thailand khususnya pada bidang perikanan dan
pengolahan seafood, terdapat 72,9% pekerja yang berlatarbelakang pendidikan
dasar; 12,7% pekerja berlatarbelakang pendidikan menengah kebawah; 5,9%
pekerja berlatarbelakang pendidikan menengah keatas; 5,1% pekerja
berlatarbelakang pendidikan kejuruhan; dan 3,3 % pekerja berlatarbelakang

sarjana33. Rendahnya pendidikan tersebut seringkali menjadi latar belakang bagi

2 |bid.,

%0 Ibid, hal 18.,

31 Ibid.,

32 |bid.,

3 L0, 2011. Thailand' Shrimp Industry. Child Labour in the Value Chain of the Shrimp Industry in
Thailand, Chapter 2, hal 19.
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anak — anak dan keluarganya atas kurangnya kesadaran terkait pentingnya
pendidikan beserta kesehatan psikologis dan jasmani bagi anak — anak yang bekerja
terlalu dini dibidang perikanan dan pengolahan seafood.

4.2 Peran ILO Secara Umum

International Labour Organization (ILO) merupakan lembaga milik PBB
yang berdiri pada tahun 1919 dengan berfokus pada isu ketenagakerjaan dan
kesejahteraan bagi pekerja secara internasional. 1LO memiliki misi utama yakni
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan berkepanjangan, selain
itu ILO berfokus pada mempromosikan hak asasi manusia dan hak-hak bagi
pekerja34. Dalam mewujudkan misi utama tersebut, ILO memiliki strategi dalam
bertindak yakni membentuk dan mempromosikan standar, prinsip serta hak-hak
bagi pekerja; menciptakan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan
dalam bekerja; mendorong keefektifan dari perlindungan sosial; serta memperkuat
prinsip triparte dan diskusi®>.

Terkait dengan tujuan yang dibawa oleh ILO, tertulis dalam deklarasi
Filadelfia (Declaration of Philadelpia) yang terbentuk pada pertemuan sesi ke 26
pada tahun 1944 dimana dalam deklarasi tersebut menjelaskan bahwasanya
pembentukan ILO berdasarkan prinsip bahwa pekerja bukanlah sebuah komoditas;
kebebasan untuk berekspresi dan berkumpul merupakan esensi yang penting;
kemiskinan yang terjadi dimanapun akan menjadi sebuah permasalahan untuk
kehidupan yang makmur dimanapun; serta upaya dari Pemerintah, asosiasi pekerja

dan pekerja yang memiliki posisi yang sama untuk saling bekerja sama demi

3% ILO. 2018. Mission and impact of the ILO. [ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm. [Diakses pada
3 September 2018

3 Ibid.,
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mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dunia3®. Selain itu dalam
deklarasi tersebut mejelaskan pula terkait dengan keadilan sosial yang dipahami
oleh ILO yakni seluruh umat manusia memiliki hak kebebasan untuk
mengembangkan sisi material dan spiritual seperti keamanan ekonomi dan
kesempatan yang sama dalam hidup dimana hal tersebut haruslah menjadi tujuan
utama dalam kebijakan nasional dan internasional, serta menjadi kewajiban bagi
ILO untuk mengamati segala kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi tersebut
untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh manusia3’.

ILO menggunakan prinsip triparte dalam setiap forum yang diadakannya.
Prinsip tersebut dimaknai dengan adanya kehadiran dari perwakilan Pemerintah,
asosiasi/organisasi serta masyarakat dimana kehadiran dari ketiga perwakilan
tersebut mampu memberikan kesempatan bagi tiap-tiap perwakilan untuk
memberikan aspirasi dan ataupun saran kepada perwakilan lainnya dalam suatu
forum terkait dengan suatu permasalahan yang saat itu tengah dihadapi3.

Selain prinsip triparte tersebut, ILO pun mampu memberikan bantuan bagi
Pemerintah nasional dalam membuat atau mengembangkan suatu standar maupun
regulasi terkait dengan suatu permasalahan, seperti ketika ILO dan Thailand bekerja
sama dengan ILO memberikan rekomendasi dan bantuan terkait pengembangan
regulasi atas pekerja di Thailand. Selain membantu pengembangan regulasi, ILO

mampu bekerja sama dengan negara anggota melalui proyek atau program kerja

3 |LO. 2018. Declaration concerning the aims and purposes of the International Labour
Organisation ~ (DECLARATION  OF  PHILADELPHIA). [ONLINE] Tersedia  di:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62 LIST ENTRIE 1D:2453907:NO
#declaration. [Diakses pada 15 November 2018]

37 Ibid.,

%8 ILO, Loc. Cit.,
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sama untuk mengurangi permasalahan terkait dengan ketenagakerjaan yang
dihadapi oleh negara anggota tersebut°.

ILO pun memiliki tiga badan yang meliputi perwakilan dari Pemerintah,
karyawan perusahaan dan pekerja yaitu Konferensi Pekerja Internasional
(International Labour Converence) yang diadakan setiap setahun sekali di Geneva
untuk menetapkan regulasi, rekomendasi dan konvensi; governing body yang
beranggotakan dari ketiga aktor tersebut dan memiliki tanggung jawab untuk
menetapkan agenda dalam konferensi; serta kantor pekerja internasional
(International Labour Office) dimana letak sekretariat ILO secara permanen?®,

ILO memiliki standar pekerja internasional sebagai instrumen untuk
menetapkan prinsip dan hak-hak kerja, dimana standar tersebut dapat berbentuk
konvensi yang bersifat mengikat bagi negara anggotanya dan rekomendasi yang
bersifat tidak mengikat. Standar tersebut disusun oleh perwakilan dari Pemerintah,

asosiasi pekerja dan pekerja yang kemudian diadopsi dalam Konferensi#!.

% 1bid.,

“OInternational Labour Organization. 2018. How the ILO works. [ONLINE] Tersedia
di: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--en/index.htm. [Diakses pada
16 Mei 2018].

4 ILO. 2018. Conventions and  Recommendations.JONLINE]  Tersedia  di:
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-
and-recommendations/lang--en/index.htm. [Diakses pada 15 November 2018]
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Tabel 6 Daftar Konvensi ILO%2

Dasar Pemerintahan
(Fundamental) (Governance)

C029 - Forced Labour Convention, CO081 - Labour Inspection Convention,
1930 1947

C087 - Freedom of Association and

Protection of the Right to Organise

Convention, 1948
C098 - Right to Organise and

Collective Bargaining Convention,

1949

C100 - Equal Remuneration
Convention, 1951

C105 - Abolition of Forced Labour
Convention, 1957
C111 - Discrimination (Employment
and Occupation) Convention, 1958
C138 - Minimum Age Convention,
1973
C182 - Worst Forms of Child Labour
Convention, 1999

C122 - Employment Policy
Convention, 1964

C129 - Labour Inspection
(Agriculture) Convention, 1969

C144 - Tripartite Consultation
(International Labour Standards)
Convention, 1976

Terkait dengan konvensi yang dimiliki oleh ILO, terdapat tiga jenis
konvensi yakni fundamental/dasar, governance dan teknis. ILO memiliki 8
konvensi dasar meliputi C087 Freedom of Association and Protection of the Right
to Organise Convention 1948 yang menjelaskan perihal kebebasan anggota ILO
untuk berkumpul dan mendapatkan perlindungan karena hal tersebut*3; C098 Right
to Organise and Collective Bargaining Convention 1949 menjelaskan perihal

organisasi pekerja yang mendapatkan perlindungan dari tindakan intervensi yang

a2 ILO. 2018. Conventions. [ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO:::. [Diakses pada 15 November 2018]
4 ILO. 2018. C087 - Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention,
1948 (No. 87). [ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f2p=NORMLEXPUB:12100:::N0:12100:P12100 ILO_COD
E:C087:NO. [Diakses pada 15 November 2018]
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berasal dari sesame anggota ataupun pihak lain**; Forced Labour Convention 1930
menjelaskan bahwa negara anggota ILO memiliki keharusan untuk menekan segala
bentuk pekerja paksa dalam waktu yang sesingkat mungkin4>; C105 Abolition of
Forced Labour Convention 1957 menjelaskan bahwa negara anggota ILO memiliki
keharusan untuk mengambil tindakan yang efektif untuk penghapusan pekerja
paksa?®; C138 Minimum Age Convention 1973 menjelaskan bahwa negara anggota
ILO berkewajiban untuk meningkatkan batas usia minimum bagi pekerja*’; C182
Worst Forms of Child Labour Convention 1999 menjelaskan bahwa negara anggota
ILO memiliki kewajiban untuk menghapus segala bentuk pekerja anak khususnya
yang berbahaya bagi anak-anak tersebut*®; C100 Equal Remuneration Convention
1951 menjelaskan perihal batas minimum upah/gaji yang didapatkan oleh pekerja
dimana baik pekerja laki-laki dan perempuan mendapatkan upah yang adil dan

setara*®; dan C111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention 1958

4 |LO. 2018. C098 - Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98).
[ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f2p=NORMLEXPUB:12100:::N0:12100:P12100 ILO_COD
E:C098:NO. [Diakses pada 15 November 2018]

4 |LO. 2018. C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29). [ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?2p=NORMLEXPUB:12100:::N0:12100:P12100 ILO_COD
E:C029:NO. [Diakses pada 15 November 2018]

46 1L0. 2018. C105 - Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105). [ONLINE] Tersedia
di:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f2p=NORMLEXPUB:12100:::N0:12100:P12100 ILO_COD
E:C105:NO. [Diakses pada 15 November 2018]

47 1LO. 2018. C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138). [ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f2p=NORMLEXPUB:12100:::N0:12100:P12100 ILO_COD
E:C138:NO. [Diakses pada 15 November 2018]

48 |LO. 2018. C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182). [ONLINE] Tersedia
di:https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100 1LO C
ODE:C182:NO. [Diakses pada 15 November 2018]

49 1L0. 2018. C100 - Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100). [ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f2p=NORMLEXPUB:12100:::N0:12100:P12100 ILO_COD
E:C100:NO. [Diakses pada 15 November 2018]
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menjelaskan bahwa negara anggota ILO berkewajiban untuk mempromosikan
kesempatan dan perlakuan yang setara dan adil untuk seluruh jenis pekerjaan.
Governing body yang dimiliki olen ILO membentuk 4 konvensi yang
dinamakan Governance Conventions sebagai instrumen bagi negara anggota untuk
mendukung fungsi dari sistem standar pekerja internasional sesuai dengan keadilan

sosial yang ingin diwujudkan oleh ILO kepada seluruh masyarakat>!. C081 -

Labour Inspection Convention, 1947 menjelaskan bahwa negara anggota ILO
memiliki kewajiban untuk membangun sistem pemeriksaan di lingkungan kerja

industri®2; C122 - Employment Policy Convention, 1964 menjelaskan bahwa negara

anggota ILO memiliki kewajiban untuk mempromosikan lapangan kerja yang bebas

dan produktif>3; C129 - Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969

memiliki tujuan yang sama dengan konvensi Labour Inspection sebelumnya, hanya
saja pada konvensi ini lebih berfokus pada perusahaan yang bekerja pada lingkup

agrikultur>*; C144 - Tripartite Consultation (International Labour Standards)

Convention, 1976 menjelaskan bahwa negara anggota ILO memiliki kewajiban

untuk mengusahakan agar tindakan konsultasi yang dilaksanakan dapat berjalan

secara efektif dimana konvensi ini mendukung 2 konvensi dasar yang dimiliki oleh

50 1LO. 2018. C111 - Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111).
[ONLINE]Tersediadi:https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:1210
0:P12100 ILO CODE:C111:NO. [Diakses pada 15 November 2018]

51 |LO. Conventions and Recommendations, Loc. Cit.,

52 1LO. 2018. C081 - Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81). [ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f2p=NORMLEXPUB:12100:::N0:12100:P12100 ILO_COD
E:C081:NO. [Diakses pada 15 November 2018]

33 |LO. 2018. C122 - Employment Policy Convention, 1964 (No. 122). [ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::N0:12100:P12100_ILO COD
E:C122:NO. [Diakses pada 15 November 2018].

> |LO. 2018. C129 - Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129). [ONLINE]
Tersedia di:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f2p=NORMLEXPUB:12100:::N0:12100:P12100 ILO_COD
E:C129:NO. [Diakses pada 15 November 2018].
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ILO yaitu C087 Freedom of Association and Protection of the Right to Organise
Convention 1948 dan C098 Right to Organise and Collective Bargaining
Convention 1949,

Sedangkan konvensi Techinical/teknis yang dimiliki oleh ILO berjumlah
189 konvensi, 6 protokol dan 1 Maritime Labour Convention pada tahun 2006°.

Beberapa diantaranya adalah C001 - Hours of Work (Industry) Convention, 1919;

C002 - Unemployment Convention, 1919; C003 - Maternity Protection Convention,

1919; C005 - Minimum Age (Industry) Convention, 1919; C007 - Minimum Age

(Sea) Convention, 1920; C008 - Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention,

1920; CO009 - Placing of Seamen Convention, 1920; C010 - Minimum Age

(Agriculture) Convention, 1921; C011 - Right of Association (Agriculture)

Convention, 1921; C012 - Workmen's Compensation (Agriculture) Convention,

1921 (No. 12); C014 - Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14); C016 -

Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921 (No. 16); C019 -

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19); C021

- Inspection of Emigrants Convention, 1926 (No. 21); P029 - Protocol of 2014 to

the Forced Labour Convention, 1930; P081 - Protocol of 1995 to the Labour

Inspection Convention, 1947; P147 - Protocol of 1996 to the Merchant Shipping

(Minimum_Standards) Convention, 1976; P155 - Protocol of 2002 to the

Occupational Safety and Health Convention, 1981; dan MLC - Maritime Labour

Convention, 2006°.

55 |LO. 2018. C144 - Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976
(No. 144). [ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:::N0:12100:P12100 ILO_COD
E:C144:NO. [Diakses pada 15 November 2018]

56 1LO. Convention. Loc. Cit.,

57 Ibid.,
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Anggaran yang dimiliki oleh ILO setiap 2 tahun sekali disetujui oleh
Konferensi, dimana anggaran yang didapatkan oleh ILO berasal dari tiga sumber
yakni regular budget/anggaran rutin yang didapat dari kontribusi negara anggota
ILO, Regular Budget Supplementary Account (RBSA)/anggaran rutin tambahan
yang didapat berasal dari dana sukarela dari mitra inti ILO seperti USDOL, serta
Extra-Budgetary Technical Cooperation resources yang didapatkan dari mitra non
inti seperti organisasi publik dan privat dan lembaga PBB lainnya®8. Pada periode
tahun 2010 hingga 2011, anggaran yang didapatkan oleh ILO mencapai
US$726.720.000 dengan US $42 juta berasal dari Regular Budget Supplementary
Account (RBSA), dimana anggaran tersebut akan dialokasikan kepada negara
anggota ILO yang telah disesuaikan berdasarkan kontribusi masing-masing oleh
Komite Keuangan dari Perwakilan Pemerintahan ILO>°. Alokasi anggaran tersebut

terbagi-bagi menurut wilayah negara anggota ILO sebagaimana berikut ini.

8 ]1LO. 2018. Programme and budget. [ONLINE] Tersedia di: https://www.ilo.org/global/about-
the-ilo/how-the-ilo-works/programme-and-budget/lang--en/index.htm. [Diakses pada 15 November
2018]

59 ILO. 2009. PROGRAMME AND BUDGET FOR THE BIENNIUM 2010-11, [Online]. First
published, xiv.  Tersedia di:  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---
program/documents/genericdocument/wcms_565226.pdf [Diakses pada 15 November 2018]
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Tabel 7 Alokasi Anggaran ILO 2010-2011%°

Wilayah Anggaran (US$)
Program di wilayah Afrika 61.415.791
Program di wilayah Asia dan Pasifik 54.146.706
Program di wilayah Amerika 49.913.564
Program di Eropa dan Asia Tengah 19.138.254
Program di negara-negara Arab 12.845.617
TOTAL 197.459.932

Tabel 8 Alokasi Regular Budget Supplementary Account (RBSA) 2010-20116?
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Afrika Asia dan Pasifik Amerika Eropa dan Asia Negara-negara Kawasan lain
Tengah Arab

Pada periode tahun 2010 hingga 2011 berdasarkan 4 tujuan strategi
(strategic objective) milik ILO untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
masyarakat dunia, berikut alokasi anggaran dalam satuan juta US$ berdasar pada

anggaran rutin negara anggota ILO.

% 1bid. Hal 06.,
61 1bid. Hal 08.,
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Tabel 9 Alokasi Anggaran Rutin Terhadap Strategic Objectives ILO 2010-201152

Alokasi Anggaran

pekerja

Strategic Objectives Isu
(juta US$)
Membentuk dan
Mempromosikan Kebebasan untuk 15
Standar, Prinsip serta berkumpul
Hak-Hak bagi Pekerja
Pekerja paksa 4,6
Pekerja anak 15,7
Diskriminasi kerja 6.7
Standar pekerja 61,6
Internasional
Menciptakan
Kesempatan yang Sama . .
Bagi Laki-Laki dan Promosi ketenagakerjaan 71.2
Perempuan dalam
Bekerja
Pengembangan 43
kemampuan
Perusahaan 456
berkelanjutan
Me_n dorqng Keefektlfa_m Keamanan sosial 37,3
Dari Perlindungan Sosial
Kondisi bekerja 16,7
Keamanan saat bekerja 351
Migrasi pekerja 12,2
HIV/AIDS 4.8
Memperkuat Prinsip Organisasi pemilik 324
Triparte dan Diskusi usaha
Organisasi pekerja 49,3
Layanan atas hukum 20

62 1bid.,
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Diskusi sosial dan 21,3
hubungan industri
Lingkungan layak kerja 26
dalam sektor ekonomi
TOTAL 518,5

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa wilayah yang mendapatkan
alokasi anggaran terbesar terletak pada wilayah Afrika serta Asia dan Pasifik
dimana alokasi anggaran yang didapat mencapai US$ 61,4 juta dan US$ 54 juta.
Pada wilayah Afrika, ILO berfokus pada permasalahan terkait dengan
ketenagakerjaan di daerah pedesaan, tenaga kerja usia muda, pengurangan pekerja
anak, persamaan gender, perlindungan sosial dan hak-hak kerja bagi masyarakat.
Sedangkan pada wilayah Asia dan Pasifik, ILO berfokus pada permasalahan terkait
dengan perlindungan sosial, peningkatan jiwa kompetitif dan produktifitas,
menghapuskan pekerja anak dan membentuk kesempatan bagi usia muda untuk
bekerja, serta meningkatkan pengelolaan pekerja migran®.

Sebelum bekerja sama dengan Thailand dalam upaya untuk mengurangi
permasalahan terkait pekerja anak, ILO telah bekerja sama dengan beberapa negara
seperti negara-negara wilayah Karibia, India, wilayah Lusofon dan Afrika Barat.

Proyek kerjasama antara ILO dan negara-negara di Karibia terbentuk pada
tahun 2001 hingga 2008 silam dimana proyek yang bernama “Regional Child
Labour” tersebut bertujuan untuk pengembangan kebijakan nasional untuk

mengatasi pekerja anak beserta implementasi dari kebijakan tersebut®4. Proyek

& Ibid. hal 13-18.,

6 1L0. 2014. Combating the worst forms of child labour - A project of the ILO Subregional Office
for the Caribbean and the Government of Canada. [ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/caribbean/projects/WCMS_306520/lang--en/index.htm. [Diakses pada 16
November 2018]
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yang didanai olen Pemerintah Kanada tersebut diimplementasikan di negara
Trinidad dan Tobago, Belize, Guyana, Barbados, Suriname dan Bahamas dan dari
penelitian yang dilakukan oleh ILO bahwa pekerja anak yang ditemukan diwilayah
tersebut sebagian besar bekerja pada konstruksi, pertambangan dan eksploitasi
seksual®. ILO bekerja sama dengan beberapa aktor dalam wilayah negara tersebut
seperti Menteri Pekerja, organisasi pekerja dan LSM/NGO dimana setiap komite
negara memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada
Kementerian terkait untuk mengurangi pekerja anak, selain itu ILO memanfaatkan
kelompok teater dan para guru diwilayah negara tersebut dalam melakukan
kampanye dengan media film dan lagu berjudul “Let Us Try” dan “A Loss
Innocence — Combating Child Labour in Caribbean™¢®,

Salah satu proyek kerjasama ILO dengan India melalui INDUS Project pada
tahun 2003 hingga 2007 silam dalam mengurangi permasalahan pekerja anak®’.
Dalam kasus tersebut dilatarbelakangi karena sejak menjamurnya perindustrian di
India yang membutuhkan banyak tenaga kerja, yang mana kemudian menuntut
anak-anak untuk bekerja selama 8 jam dengan upah rendah yang dinilai lebih
menguntungkan bagi industri tersebut®®. Selain itu, adanya anggapan bagi
masyarakat India bahwa anak-anak petani dan pengrajin dianggap umum apabila
bekerja membantu orangtuanya®. Keadaan tersebut membuat keberadaan pekerja

anak telah ada secara turun temurun di India. Oleh karena itulah, ILO bekerja sama

& Ibid.,

€ Ibid.,

67 Sagung Dwiyutiari.K.,, Dkk, 2015. Upaya International Labour Organization (ILO)-IPEC
Melalui INDUS Project Dalam Menanggulangi Pekerja Anak di Sektor Industri di India Tahun
2003-2007, Hal 3.

¢ Ibid.,

% Ibid. Hal 8,
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dengan Pemerintah India melalui INDUS Project yang mana merupakan proyek
pertama bagi keduanya di India.

INDUS Project merupakan proyek kerjasama untuk mengurangi
permasalahan pekerja anak di India khususnya bagi anak-anak yang bekerja pada
sektor industri dimana Pemerintah India menarik anak-anak yang bekerja dan
kemudian diikutsertakan pada program pendidikan. Proyek tersebut merupakan
proyek keberlanjutan dari program Pemerintah India yakni “National Child Labour
Project” (NCLP) sejak tahun 19807°. Dalam INDUS Project, ILO memberikan
bantuan dalam tiga sisi yakni kerjasama teknis, penelitian serta pelatihan dan
pendidikan’. Dalam sisi kerjasama teknis, ILO memberikan pelatihan kepada
orangtua bagi anak-anak yang bekerja untuk ikut serta dalam Kelompok Swadaya
Mayarakat. Para ibu akan diberikan pelatihan terkait dengan pengembangan usaha
mikro dimana dalam kelompok tersebut, tiap-tiap keluarga akan diberikan dana
bantuan untuk pengembangan usaha sebesar 1000 Rupee’?.

Dalam sisi penelitian, ILO memberikan bantuan dalam menganalisa dan
memberikan informasi terkait pekerja anak kepada para aktor yang membutuhkan
informasi tersebut dimana informasi tersebut dapat berupa jumlah pekerja anak,
jumlah industri, dan sebagainya’3. Serta adanya fasilitas untuk berdiskusi bagi para

stakeholder dalam proyek tersebut’.

70 Ibid, Hal 9.

" Ibid.,

72 |bid, Hal 9.

3 Ibid.,

74 Ministry of Labour and Employment. 2009. Indus Child Labour Project. [ONLINE] Tersedia di:
http://www.cbwe.gov.in/international-collaboration/indus-child-labour-project.aspx. [Diakses pada
16 September 2018]
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Dalam sisi pelatihan dan pendidikan, ILO bekerja sama dengan Komite
Pendidikan, Komite Sekolah, Organisasi pebisnis dan pekerja dengan menargetkan
2000 anak-anak untuk bergabung dalam pelatihan pendidikan yang diadakan
tersebut dimana anak-anak ditujukan untuk mengikuti pendidikan formal dan akan
diadakan konsultasi dalam memilih keterampilan bagi tiap-tiap anak”.

Dalam memainkan peranannya dalam kasus di India, ILO serta merta
mengikuti prinsip triparte dalam menentukan tindakan yang akan diambil yang
mana sejalan dengan proyek kerjasama dengan negara yang bersangkutan
sebagaimana dalam sisi pelatihan dan pendidikan. Serta ILO memberikan bantuan
kepada Pemerintah melalui analisa dan atau penelitian terkait permasalahan yang
dihadapi oleh India untuk kemudian dapat dimanfaatkan oleh banyak aktor dalam
berbagai tindakan yang akan diambil dan ILO memberikan bantuan dalam
konsultasi bagi para stakeholder dan serta anak-anak dalam menentukan pilihan
dalam suatu aktivitas yang diadakan.

Proyek kerjasama yang dilakukan oleh ILO pada tahun 2008 hingga 2013
bersama dengan 12 negara dalam wilayah Afrika, Karibia dan Kepulauan Pasifik
seperti Fiji, Angola, Jamaica, Guyana, Madagascar, Kenya, Sierra Lione, Mali,
Papua New Guinea, South Sudan, Sudan dan Zambia bernama “Tackling Child
Labour Through Education” (TACKLE) dan didonori oleh European Commision
(EC) sebesar US$ 16.000.00076. Proyek tersebut terbentuk atas kerjasama ILO dan
EC sejak tahun 2004 untuk mengurangi kemiskinan dan langkah maju mewujudkan

Millenium Developmnet Goals (MDGs) serta TACKLE bertujuan untuk

> Loc. Cit, Hal 11.

76 |LO. 2018. Tackling child labour through education in African, Caribbean and the Pacific (ACP)
States (TACKLE). [ONLINE] Tersedia di: https://www.ilo.org/ipec/projects/global/tackle/lang--
en/index.htm. [Diakses pada 16 November 2018]
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mengurangi pekerja anak melalui akses pendidikan dan pelatihan, yang mana akan
berdampak pada pengurangan kemiskinan’’. Beberapa tindakan yang dilakukan
untuk mewujudkan tujuan dari TACKLE tersebut adalah meningkatkan lingkungan
legislative dari negara yang bersangkutan untuk membantu implementasi dari
monitoring terkait pekerja anak; memperkuat kemampuan Pemerintah dalam
meformulasikan strategi dan kebijakan untuk mengurangi pekerja anak; dan
meningkatkan advokasi untuk mendorong akses pendidikan?s.

Pada tahun 2009, ILO bekerja sama dengan Cote d'lvoire, Ghana dan
Nigeria dalam proyek “Eliminating child labour in West Africa and strengthening
sub-regional cooperation through ECOWAS I” yang didonori oleh USDOL sebesar
US$ 7.950.0007°. Dalam proyek tersebut ditemukan bahwa pekerja anak dalam
wilayah negara-negara tersebut sebagian besar bekerja pada pertambangan,
perikanan, perkebunan dimana anak-anak tersebut tidak terjangkau pendidikan
dimana proyek tersebut bertujuan untuk mendorong adanya inisiatif dari tingkat
nasional dan regional untuk melawan pekerja anak®.

Proyek ECOWAS | tersebut memberikan dorongan kepada Kementerian
Pekerja dan Perempuan atas formulasi kebijakan melawan perdagangan manusia
dan bentuk-bentuk pekerjaan yang buruk bagi anak di Coéte d'lvoire; adanya
National Plan yang diadopsi oleh Nigeria dengan memberikan pengamatan atas

anggaran untuk pekerja anak serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu,

7 1bid.,

78 1bid.,

79 1LO. 2018. Eliminating child labour in West Africa and strengthening sub-regional cooperation
through ECOWAS (ECOWAS 1. [ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/ipec/projects/global/ecowasi/lang--en/index.htm. [Diakses pada 16 November
2018]

8 |bid.,
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terdapat 260 penegak hukum yang dimiliki oleh negara-negara tersebut yang telah
diberikan pelatihan untuk penanganan pekerja anak dimasing-masing negara
bahkan Ghana mengadopsi kegiatan monitoring dan evaluasi dalam National Plan
yang dimilikinya dan mulai diimplementasi pada 201181,

Dilanjut pada tahun 2010 dimana proyek ECOWAS Il dimulai dengan
penambahan anggota dalam kerjasama tersebut yakni Benin, USDOL sebagai
lembaga donor dalam proyek tersebut menggelontorkan dana sebesar US$
5.000.000 dengan bertujuan untuk melanjutkan upaya yang dilakukan oleh
Pemerintah, organisasi, kelompok masyarakat dan seluruh aktor dalam proyek
ECOWAS I sebelumnya untuk mengatasi pekerja anak dalam wilayah negara yang
bersangkutan®. Pencapaian ECOWAS |1 terdapat pada sejumlah 1321 anak-anak
dari total 2310 dapat dicegah untuk menjadi pekerja anak serta Ghana dan Cote
d'lvoire mampu mengembangkan National Plan yang baru untuk melawan
perdagangan manusia, eksploitasi dan keberadaan pekerja anak yang berlaku pada
2012 hingga 201423,

Pada tahun 2010 ILO bersama dengan negara-negara Lusofon seperti
Angola, Guinea-Bissau, Mozambik, Cape Verde, dan Sdo Tomé dan Principe
bekerja sama dalam proyek “Lusophone Project” dimana USDOL menjadi

lembaga pendonor yang menggelontorkan dana mencapai US$ 500.000%*. Proyek

& |bid.,

82 1L.0. 2018. Eliminating child labour in West Africa and strengthening sub-regional cooperation
through ECOWAS (ECOWAS ). [ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/ipec/projects/global/ecowasii/lang--en/index.htm. [Diakses pada 16 November
2018].

8 Ibid.,

8 1LO. 2018. Eliminating child labour in Lusophone countries. [ONLINE] Tersedia di:
https://www.ilo.org/ipec/projects/global/lusophone/lang--en/index.htm. ~ [Diakses pada 16
November 2018].

58


https://www.ilo.org/ipec/projects/global/ecowasii/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/projects/global/lusophone/lang--en/index.htm

yang berjalan pada tahun 2010 hingga 2012 tersebut merupakan langkah yang
diambil untuk mewujudkan target pada tahun 2015 untuk mengatasi pekerja anak
di negara-negara tersebut melalui pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat
dan kerjasama South-South®>. Proyek tersebut bertujuan untuk mempercepat
penghapusan pekerja anak yang terdapat pada 5 negara di wilayah Lusofon dengan
mendukung adanya pengembangan dan memperkuat National Action Plan serta
membentuk mekanisme konsultasi untuk mengatasi isu pekerja anak, dan melalui
prinsip tripate yang dimiliki oleh ILO untuk mendukung adanya pengembangan
National Action Plan tersebut maka ILO bekerja sama dengan para aktor seperti
Pemerintah dalam meningkatkan kemampuan stakeholder dalam 5 negara tersebut
untuk memahami peran yang dimainkan dalam upaya nasional untuk melawan
pekerja anak; meningkatkan kemampuan institusi Pemerintah dan mitranya dalam
memberikan advokasi dalam mencegah pekerja anak dalam tingkat nasional; serta
memperkuat ketentuan untuk mencegah pekerja anak dalam hukum nasional yang
telah terbentuk dalam 5 negara tersebut®.
4.3 ILO di Thailand

Pada pertengahan tahun 1997, ILO memulai proyek kerjasama yang
pertama dengan negara-negara Asia Tenggara khususnya Thailand terkait dengan
penanganan perdagangan anak-anak sebagai pekerja anak di wilayah Mekong.
Proyek tersebut bernama ‘“Combating Trafficking in Children and Their
Exploitation in Prostitution and Other Intolerable Forms of Child Labour in South

Asia and Mekong Sub-Region” dengan bertujuan untuk mengatasi perdagangan

& |bid.,
& |bid.,
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anak-anak diwilayah tersebut®”. ILO menemukan bahwa anak-anak yang
diperdagangkan tersebut akan menjadi pekerja anak pada beberapa area kerja
seperti prostitusi, pengemis, konstruksi, pabrik dan lainnya dimana tujuan utama
bagi anak-anak tersebut untuk bekerja adalah Thailand, hal tersebut berdasarkan
pada tahun 1996 terdapat 194.180 anak-anak asing yang sebagian besar dari
Myanmar, Laos dan Kamboja bekerja di Thailand®. Oleh karena itu, ILO-IPEC
sebagai unit ILO yang berfokus pada permasalahan pekerja anak mulai berfokus
pada permasalahan tersebut.

Dalam upaya program tersebut, ILO-IPEC mendorong adanya
pengembangan kebijakan dan ratifikasi oleh Pemerintah terhadap konvensi yang
dimiliki oleh I1LO seperti Konvensi ILO n0.138 terkait dengan batas usia minimum
bagi pekerja. Program tersebut mendorong adanya perubahan kearah positif melalui
adanya hukum baru atas pencegahan prostitusi oleh Thailand, Indonesia yang
melarang adanya pekerja anak dan Dewan Perwakilan Filipina yang mulai
mendiskusikan inisiatif untuk melindungi anak-anak dari adanya resiko menjadi
pekerja®.

Kerjasama tersebut berlanjut pada tahun 2007 dimana ILO dan Pemerintah
Thailand bekerja sama dalam mengatasi perdagangan manusia dan pekerja anak.

Kerjasama tersebut dilakukan dalam joint efforts dan mulai dilaksanakan setelah

87 Van de Glind, Hans dan Claudia Coenjaerts, 1998. Combating Trafficking In Children For Labour
Exploitation In The Mekong Sub - Region, [Online]. Hal 10. Tersedia di:
https://www.ilo.org/wemsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/publication/'wcms_bk_pb_3 en.pdf [Diakses pada 16 November 2018].

8 |bid. Hal 11.,

8 |bid. Hal 16.,
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dilakukan pertemuan antar stakeholder di Chiang Rai pada 3 hingga 4 Mei 2007°°,
Tindakan yang dilakukan oleh ILO, NGO dan Pemerintah setempat dalam
kerjasama tersebut berupa bantuan pendampingan secara teknis, seperti pengadaan
proyek rumah singgah eco-tourism di Chiang Rai dimana keluarga dalam wilayah
tersebut belajar untuk mendapatkan upah dengan mempersilahkan turis sebagai
tamu kedalam rumah mereka; adanya pelatihan bagi anak-anak di Chiang Rai yang
beresiko menjadi pekerja anak dan diperdagangkan untuk belajar bagi mereka
hidup dengan aman apabila ketika menginjak usia dewasa akan bermigrasi;
membentuk sistem multi provinsi untuk mampu membagi pengetahuan atas
wilayah-wilayah yang bermasalah atas perdagangan dan membentuk pusat operasi
bagi anak-anak dan wanita yang membutuhkan terkait dengan perdagangan
manusia; serta seluruh media dan pemilik usaha di Chiang Rai menjadi fokus dalam
upaya pencegahan terjadinya perdagangan manusia®:.

Kerjasama yang ada diantara Thailand dan ILO menunjukkan
perkembangan yang baik dengan ILO menunjukkan kontribusinya melalui
pengembangan kebijakan, seperti contohnya adalah Prevention and Suppresion of
Prostitution Act pada tahun 1996, Labour Protection Act pada tahun 1998 yang
menjelaskan tentang kenaikan batas minimal umur bagi anak-anak untuk bekerja
yakni berawal pada umur 13 tahun menjadi 15 tahun, National Education Act pada
tahun 1999, Child Protection Act pada tahun 2003 serta Prevention and Suppresion

of Human Trafficking pada tahun 2015°2.

90 [LO. 2007. Combating trafficking and child labour in Northern Thailand: A showcase of effective
models and new initiatives. [ONLINE] Tersedia di: https://www.ilo.org/asia/media-
centre/news/WCMS_BK_PR_177_ EN/lang--en/index.htm. [Diakses pada 16 November 2018]

%1 Ibid.,
921L.0.2017.Thailand.JONLINE]Tersediadi:https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.countrySubject
s?p_lang=en&p_country=THA. [Diakses pada 3 September 2018]bid.,
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Tabel 10 Konvensi ILO terkait Pekerja Anak yang diratifikasi Thailand dan

Undang-Undang Thailand terkait Konvensi®

Konvensi Undang-Undang
C029 - Forced Labour Convention, Prevention and Suppresion of
1930 (No. 29) Prostitution Act, 1996
C138 - Minimum Age Convention, Labour Protection Act, 1998
1973 (No. 138)
C182 - Worst Forms of Child Labour National Education Act, 1999
Convention, 1999 (No. 182)

Child Protection Act, 2003

Prevention and Suppresion of Human
Trafficking, 2015

Selain itu, Thailand yang telah meratifikasi beberapa konvensi yang dimiliki
oleh ILO seperti batas minimum usia kerja dan beberapa konvensi perihal tenaga
kerja lainnya mendorong adanya evaluasi terhadap suatu NPP yang dimiliki oleh
Pemerintah Thailand atas penanganan pekerja anak untuk tahun 2015 hingga 2020
kedepan. Salah satu regulasi yang berkembang setelah Thailand meratifikasi
konvensi ILO adalah Labour Protection Act (LPA).

LPA mengembangkan batas usia minimum bagi pekerja yang mana pada
mulanya berusia 13 tahun menjadi 15 tahun, dan bagi pekerja yang berkutat pada

lingkungan kerja yang berbahaya haruslah minimum berusia 18 tahun®*. Aturan

% Ibid.,

9 U.S. Department of Labor, 2012. Thailand. Findings on the Worst Forms of Child Labor, [Online].
00, 02. Tersedia di: https://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/2012TDA/thailand.pdf
[Diakses pada 30 Oktober 2018]
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tersebut jelas melarang penggunaan tenaga kerja anak-anak yang berusia dibawah
umur, termasuk pada lingkungan perikanan dan pengolahan seafood yang termasuk
kedalam lingkungan kerja berbahaya. Selain itu, terdapat Child Protection Act yang
menjelaskan larangan bagi anak-anak untuk bekerja dimana hal tersebut akan
berdampak buruk pada perkembangan fisik dan mental bagi mereka®.

Ministerial Regulation for the Protection of Workers dalam sektor
agrikultur memperbolehkan anak-anak dibawah umur 13 tahun untuk bekerja di
sektor agrikultur pada liburan sekolah asalkan adanya izin dari pihak keluarga dan
lingkungan bekerja anak-anak tersebut tidak berbahaya, akan tetapi dalam regulasi
tersebut tidak diperjelaskan mengenai maksimal jam kerja dalam sehari bagi anak-
anak tersebut®®,

Pada tahun 2012, Ministerial on Sea Fishing Vessels telah disetujui oleh
Kabinet Pemerintahan Thailand dimana regulasi tersebut mengembangkan batas
usia minimum bagi anak-anak yang bekerja pada lingkungan laut pada mulanya
berusia 16 tahun menjadi 18 tahun®’.

Selain terciptanya regulasi-regulasi baru tersebut, kerjasama antara
Thailand dan ILO membuahkan beberapa hal seperti adanya keberadaan Komite
Perlindungan Anak yang berbasis Nasional dan Provinsi (National and Provincial
Child Protection Commitees) dibawah National Child Protection Act dimana
adanya kerjasama anatara Kementerian, Pemerintah dan lembaga non Pemerintah;
adanya National Plan of Action melawan segala bentuk pekerja anak melalui

perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang bekerja pada lingkungan

% Ibid.,
% 1bid.,
7 1bid.,
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berbahaya; adanya Basic Education for All dimana kebijakan untuk mendorong
bagi anak-anak Thailand dan migran untuk bersekolah namun kebijakan tersebut
belum secara utuh diimplementasikan; adanya kelompok atau tim yang bertugas
untuk mengawasi keberadaan pekerja anak yang dimiliki oleh Ministry of Labour
Thailand ditingkat lokal namun anggota dalam tim tersebut belum secara efisien
bekerja khususnya dalam provinsi yang diketahui memiliki total pekerja anak
besar®e.

Selain hal-hal tersebut sebagai hasil kerjasama anatara Thailand dan ILO,
permasalahan pekerja anak yang merupakan salah satu fokus permasalahan bagi
Pemerintah Thailand khususnya pada sektor perikanan dan pengolahan seafood
yang merupakan hasil ekspor utama bagi Thailand, mendorong ILO dan Pemerintah
Thailand unutk bekerja sama melalui proyek 5 tahunan yakni Addressing Worst
Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas in Thailand,
Combating the Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing
Areas in Thailand dan Good Labour Practices (GLP) programme.

Addressing Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood
Processing Areas in Thailand dan Combating the Worst Forms of Child Labour in
Shrimp and Seafood Processing Areas in Thailand merupakan sebuah proyek
kerjasama dengan untuk menciptakan industri bebas pekerja anak serta memberikan
kesempatan dan kondisi yang layak kerja bagi masyarakat dimana proyek tersebut
berjalan selama 4 tahun dimulai pada 2011 hingga 2014 dan didanai oleh lembaga

pekerja milik Amerika Serikat yaitu United States Department of Labour

% Taneeya Runcharoen. 2018. Support for National Action to Combat Child Labour and Its Worst
Forms in Thailand. [ONLINE] Tersedia di: https://www.ilo.org/asia/projects/WCMS_099122/lang-
-en/index.htm. [Diakses pada 11 September 2018]
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(USDOL)*9%%° Proyek tersebut bertujuan untuk memperkuat kebijakan dan
implementasinya agar mampu melindungi hak-hak masyarakat Thailand, migran
asing dan anak-anak yang tidak memiliki identitas kenegaraan terutama dalam
aspek ketenagarkerjaan, pendidikan dan perlindungan sosial; menjamin perusahaan
dalam rantai pasokan industri yang terkait untuk mematuhi regulasi pekerja
nasional serta standar pekerja internasional, terutama dalam permasalahan pekerja
anak, pekerja paksa dan mengenalkan kinerja yang baik dalam lingkungan kerja;
serta menyediakan layanan pendidikan, perlindungan sosial dan kebutuhan hidup
lainnya untuk migran asing dan anak-anak Thailand beserta keluarga yang berada
dalam lingkup industri terkait'°?. Dalam proyek tersebut menggunakan pendekatan
sistemik untuk menciptakan perkembangan structural sekaligus mengembangkan
kebijakan terkait perlindungan pekerja, migrasi, pendidikan serta memperhatikan
jarak antara layanan pendidikan dan sosial kepada masyarakat Thailand dan migran
serta membantu implementasi good practices untuk meningkatkan produksi dan
kondisi kerja dalam sektor perikanan, udang dan pengolahan seafood?%. Selain itu
proyek tersebut berdasarkan mandat ILO dimana mendorong pemerintah,
organisasi pekerja dan masyarakat untuk bertindak dalam permasalahan pekerja
anak dalam industri terkait'%3.

Good Labour Practices (GLP) programme adalah sebuah program inisiatif

dari kerjasama antara Department of Labour Protection and Welfare (DPLW),

9 |LO, 2015. Addressing Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas in
Thailand. Decent Work, 24 September 2018. Hal 02.

100 10O, 2015. Combating the Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing
Areas in Thailand. 1st ed. Decent Work: ILO Country Office for Thailand, Cambodia and Lao PDR
101 1bid.,

10210, Loc Cit.,

103 |pid.,
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Department of Fisheries (DoF), dibantu oleh asosiasi dagang dan kelompok
masyarakat serta didukung oleh ILO. Program tersebut ditujukan untuk
memberikan bantuan kepada pekerja dari segala bentuk permasalahan dalam bidang
ketenagakerjaan seperti pekerja anak, pekerja paksa, diskriminasi serta kondisi
lingkungan dan keamanan di tempat bekerjal®. Selain itu, GLP merupakan
program yang dibentuk untuk membantu menciptakan pedoman bagi industri
terkait dengan praktik kerja yang baik dalam sektor perikanan, aquamarine, serta
pabrik-pabrik yang memproses seafood dimana pedoman tersebut berdasarkan
regulasi pekerja di Thailand serta standar yang ditentukan oleh ILO dengan
ditujukan bagi perusahaan dan sektor setingkat'®>. GLP pun diharapkan mampu
membantu mempromosikan kesempatan kerja yang baik kepada seluruh lapisan
masyarakat yang berangkat dari sektor industri®®,

Beberapa tindakan yang dilakukan dalam proyek kerjasama tersebut adalah
Child Labour Monitoring adalah sistem pemantauan dari tingkat lokal dan nasional
atas keberadaan pekerja anak; Pemeriksaan Pekerja; Occupational Safety and
Health (OSH) adalah program perlindungan kepada pekerja terutama yang berusia
15 hingga 17 tahun; Mempromosikan Good Labour Practices; Education for All
adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh Pemerintah Thailand kepada
seluruh anak-anak; Meningkatkan Layanan Sosial dan Penelitian atas Pekerja

Anak107,

104 1LO, 2018. Good Labour Practices (GLP). Guidelines for Primary Processing Workplaces in
Shrimp and Seafood Industry of Thailand, [Online]. Hal 03. Tersedia di:
https://www.ilo.org/wemsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/publication/wcms_221481.pdf [Diakses pada 24 September 2018]

105 Ibid. Hal 07,

196 |pid.,

07L0O, 2015, Loc. Cit, Hal 09-24.
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Dalam implementasi proyek kerjasama tersebut, ILO melakukan kerjasama
bersama dengan aktor state dan non state di Thailand seperti Department of Labour
Protection and Welfare (DLPW), Department of Fisheries (DoF), Ministry of
Education (MoE), Pemerintah Provinsi, Employers’ Confederation of Thailand
(ECoT), Thai Frozen Food Association (TFFA), Thai Food Precessors Association
(TFPA), International Buyers / importir, Trade Union / Asosiasi Dagang dan Non

Government Organizations (NGO)2%8,

Tabel 11 Aktor dalam Program Kerjasama ILO dan Thailand®®

Aktor State Aktor Non state

Department of Labour Protection and | Employers’ Confederation of Thailand
Welfare (DLPW) (ECoT)
Department of Fisheries (DoF) Thai Frozen Food Association (TFFA)

Ministry of Education (MoE) Thai Food Precessors Association
(TFPA)
Pemerintah Provinsi International Buyers / importir

Trade Union / Asosiasi Dagang

Non Government Organizations
(NGO) / LSM

Department of Labour Protection and Welfare (DLPW) adalah sebuah
bidang yang dibawahi oleh Kementerian Pekerja yang merupakan mitra utama bagi
ILO dalam proyek kerjasamanya di Thailand. DPLW memiliki tujuan untuk
mengembangkan standar kerja, mengawasi kepatuhan terhadap hukum pekerja, dan
memberikan perlindungan terhadap pekerja dengan memiliki beberapa unit kerja

diantaranya adalah Bureau of Labour Protection, Children and Women Workers

108 1O, 2015, lbid, Hal 26-40.
109 Ipid.,
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and Labour Protection Network Group sebagai unit kerja yang bertanggung jawab
terkait isu pekerja anak, Bureau of Industrial Relations and Bureau of International
Labour Standarts dan Bureau of Labour Relations and Bureau of Occupational
Safety and Health?29,

Dalam implementasi proyek kerjasama bersama ILO, DPLW memiliki
beberapa peranan diantaranya adalah bertindak sebagai sekretariat dalam beberapa
komite terkait dengan permasalahan pekerja anak dimana komite utama yang
dimiliki yaitu National Committee on the Elimination of the Worst Forms of Child
Labour yang diketuai oleh Menteri Pekerja dan dibentuk berdasarkan National
Policy and Plan to Eliminate the Worst Forms of Child Labour tahun 2009 hingga
2014 dimana kebijakan tersebut merupakan kerangka kebijakan utama yang
digunakan oleh Thailand dalam penanganan permasalahan pekerja anak; sebagai
sekretariat untuk tenaga teknis dalam lingkungan perikanan, udang dan industri
terkait sesuai dengan wilayah yang ditentukan dalam proyek; serta membentuk
kelompok kerja dalam upaya untuk memperbaharui informasi terkait dengan
pekerja anak dalam lingkungan yang berbahaya di Thailand**.

Selain itu DPLW memiliki area kerja dalam proyek kerjasama tersebut yang
mana diantaranya adalah meneliti dan membantu memberikan pedoman dalam
mengenali pekerja anak di lingkungan berbahaya khususnya dalam industri
perikanan, udang dan pengolahan seafood; memberikan pengawasan terkait

capacity building yang mana menekankan pada permasalahan pekerja anak dan

110 1hid, Hal 26.
11 pid.,
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pekerja paksa; mengkampanyekan “Safe Work for Youth”; menjalankan Good
Labour Practices Programme dan Child Labour Monitoring???,

Department of Fisheries (DoF) adalah salah satu bidang yang dibawahi oleh
Kementerian Agrikultur dan Kerjasama dengan memiliki tujuan untuk menjaga
manajemen perikanan dan hasil produk air lainnya!'3. DoF memiliki tugas untuk
mengawasi kepatuhan industri perikanan, udang dan pengolahan seafood atas
standar yang telah ditetapkan seperti Good Manufacturing Practice (GMP) serta
memberikan bantuan untuk pengenalan panduan industri seperti Good Aquaculture
Practice Standart (GAP) dan Code of Conduct tahun 1998 dimana panduan tersebut
berisikan perihal kesehatan hewan, keamanan pangan dan lingkungan serta
perlindungan pekerja!'®. Area kerja DoF dalam proyek kerjasama bersama ILO
diantaranya adalah meningkatkan registrasi dan regulasi dari industri perikanan,
udang dan pengolahan seafood; memberikan advokasi kepada masyarakat
khususnya dalam lingkungan perikanan terkait dengan permasalahan pekerja;
membentuk dan mempromosikan Good Labour Practices (GLP) kepada pertanian
ikan, udang dan sebagainya; serta memperkuat kemampuan anggota DoF untuk
memberikan bantuan dalam mengenali dan memahami permasalahan pekerja yang
mana sesuai dengan hukum dan standar yag berlaku?>.

Ministry of Education (MoE) atau Kementerian Pendidikan Thailand
memiliki suatu kerangka kebijakan yang mana menjadi pijakan dalam sektor

pendidikan terkait dengan proyek kerjasama bersama ILO yaitu National Education

112 |bid, Hal 27.

113 |bid, Hal 28.

114 1pid.,

115 1pid, Hal 28-29.
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for All Plan of Action pada tahun 2002 hingga 201516, Kerangka kebijakan tersebut
menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk
mampu memperoleh pendidikan dasar yang telah disediakan oleh negara, dimana
pendidikan tersebut minimal 12 tahun, serta pendidikan yang telah disediakan
tersebut dibebaskan dari biaya!!’. Kerangka kebijakan tersebut menjelaskan pula
kebutuhan khusus bagi kelompok yang kurang beruntung termasuk anak-anak yang
tidak memiliki identitas negara, etnis minoritas dan yang memiliki peluang besar
untuk menjadi pekerja anak'*%,

Seperti DLPW, Kementerian tersebut memiliki beberapa unit kerja untuk
mampu memaksimalkan kebijakan terkait dengan pendidikan di Thailand
diantaranya adalah Office of Basic Commision (OBEC), Office of the Non Formal
and Informal Education (NFE) yang berfokus pada layanan pendidikan formal dan
non formal dimana bertugas untuk mengawasi pendidikan kepada anak-anak
berumur sekitar 15 tahun dimana Non formal Education memiliki perananpenting
untuk anak-anak atau remaja yang tidak bersekolah khususnya pada migran,
Education Service Area Office (ESAQ) yang berfungsi untuk administrasi atas
pendidikan formal ditingkat provinsi dimana bertanggung jawab atas jaminan akses
dan kualiats pendidikan serta mengawasi institusi pendidikan pada tingkat
distrik®°.

Tindakan yang dilakukan untuk mampu mencapai hasil pada Education for

All (EFA) dan pada proyek penanganan pekerja anak memiliki kesinambungan

116 Ibid, Hal 30.
17 Ibid.,
118 1pid.,
119 1pid.,
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dimana pendidikan merupakan faktor penting untuk mampu mencegah timbulnya
pekerja anak, anak-anak yang kesulitan dalam memperroleh pendidikan cenderung
akan memutuskan bekerja yang mana secara langsung akan membahayakan kondisi
anak-anak!?° selain itu pekerja anak tersebut menjadi salah satu permasalahan
dalam mewujudkan program pendidikan Thailand karena kecenderungan anak-
anak yang bekerja penuh tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk
bersekolah?t,

MoE memiliki area kerja dalam mewujudkan EFA sebagai program
pendidikan Thailand, diantaranya adalah memperbaiki hukum atau regulasi seperti
Cabinet Resolution on Education for Unregistered Persons pada tahun 2005 yang
menjelaskan hak anak-anak non Thailand dan yang tidak beridentitas untuk
mendapatkan akses pendidikan, Ministrial Regulation on the Right of Persons in
Providing Basic Education Through Learnng Center dan Ministrerial Regulation
on the Right of Professional Organizations in Providing Basic Eductaion Through
Learning Centers pada tahun 2011 yang menjelaskan bahwa adanya manajemen
secara sistemik atas layanan pendidikan dimana telah sesuai dengan standar yang
berlaku di sekolah-sekolah Thailand; membentuk prosedur administratif dan
panduan bagi institusi pendidikan untuk implementasi hukum dan regulasi;
memberikan jaminan kepada anak-anak migran dan yang tidak memiliki identitas
negara untuk mempu mengakses pendidikan secara gratis melalui peningkatan
layanan kepada anak-anak dan penyesuaian alokasi dana; mendorong dan

mempromosikan anak-anak dibawah batas usia kerja untuk mengikuti pelatihan

120 1hjd,
121 1pid, Hal 31.
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keterampilan; meningkatkan kesadaran melalui ESAO terkait dengan pelatihan
tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar anak-anak
migran; memberikan bantuan teknis kepada pusat pelatihan dan belajar bagi
migran; serta bekerja sama dengan NGO dan lembaga swadaya masyarakat untuk
meniadakan anak-anak dalam lingkungan yang berbahaya dan tidak sesuai dengan
kondisi yang dibutuhkan bagi anak-anak untuk berkembang dan mendorong anak-
anak tersebut untuk bersekolah, termasuk meningkatkan kesadaran bagi orangtua
akan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan untuk
kedepannya???,

Pemerintah Provinsi dimasing-masing wilayah sesuai dengan pemetaan
program kerjasama antara ILO bersama Thailand memiliki tanggung jawab terkait
dengan penyediaan layanan sosial bagi masyarakat, penerapan kebijakan,
perlindungan bagi pekerja anak serta instansi yang terdepan dalam mengenali
pekerja anak diwilayah masing-masing provinsi'23. Selain itu Pemerintah Provinsi
bertugas dalam mendampingi implementasi program dalam wilayahnya;
melaksanakan monitoring pekerja anak; serta bekerja sama dengan unit pendidikan
dalam provinsi untuk membantu peningkatan akses pendidikan bagi seluruh anak-
anak?4,

Employers’ Confederation of Thailand (EC0T) adalah suatu organisasi yang
berdiri pada 23 Agustus 1976 dimana organisasi tersebut beranggotakan 10 asosiasi

pekerja seperti Ship Owners Employers Association of Thailand, Thai Construction

122 |pid.,
123 1pid. Hal 32.,
124 1pbid.Hal 33.,,
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Employers Association, dan lainnya!?>. ECoT merupakan anggota dari
International Organization for Employer (IOE) yang mana bekerja sama dengan
Bureau for Employer Activities milik ILO, dan ECot memiliki tugas dalam
mempromosikan kerjasama diantara para pebisnis dalam segala bidang;
mempromosikan hubungan kerja yang baik dan pengenalan budaya keselamatan
dan kesehatan kepada pekerja muda; dan advokasi melawan pekerja anak?26,

Thai Frozen Food Association (TFFA) adalah suatu organisasi non provit
yang beranggotakan lebih dari 200 perusahaan pengolahan seafood seperti
pembekuan ikan, udang, dan sebagainya dan dibentuk pada tahun 1968 dengan
bertujuan untuk meningkatkan jiwa kompetitif dari perusahaan pengolahan seafood
Thailand dan mempromosikan hasil olahan dari perusahaan seafood tersebut baik
dalam tingkat nasional maupun internasional?’. Dalam program kerjasama antara
ILO dan Thailand, TFFA bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran atas
pekerja anak diantara para anggotanya. Hal tersebut dicapai melalui beberapa
aktivitas seperti kerjasama dalam penerapan Good Labour Practices dan membantu
atas pengenalan permasalahan pekerja anak'?,

Begitu pula dengan Thai Food Precessors Association (TFPA) yang
merupakan organisasi non provit untuk perusahaan pengolahan seafood yang
berdiri pada tahun 1970 dimana tidak hanya bertugas dalam mempromosikan hasil
olahan seafood dari para anggotanya, namun juga memberikan bantuan kepada

anggotanya dalam hal tenaga ahli dan menjadi pembicara bagi para anggota yang

125 |bid. Hal 34.,
126 |bid. Hal 35.,
127 1pid. Hal 36.,
128 1pid. Hal 37.,
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memiliki permasalahan dalam dunia pengolahan seafood??°. Dalam program
kerjasama ILO dan Thailand, TFPA bertugas dalam menerapkan Good Labour
Practices dan meningkatkan kesadaran atas permasalahan anak, salah satunya
melalui kegiatan World Day Against Child Labour?3°,

International Buyers / importir memiliki peranan penting dalam meyakini
bahwa produk yang mereka beli diproduksi dalam lingkungan kerja yang baik dan
sesuai dengan hukum nasional dalam negara yang bersangkutan dimana penting
bagi pebisnis internasional dalam menganalisa asal sumber dari produk dan
bertanggung jawab dalam rantai pasokan baik kontrak, tenaga Kkerja, dan
sebagainya®3!. ILO memanfaatkan aktor penting tersebut untuk mengimplementasi
program kerjasamanya melalui organisasi antar pembeli, perusahaan multinasional,
perusahaan kecil maupun pengecer skala individu dimana pemanfaatan tersebut
bertujuan untuk membentuk kesadaran atas pekerja anak dan permasalahan lainnya
terkait dengan pekerja'®2. Keberadaan aktor tersebut bertugas dalam
mempromosikan GLP dalam sektor industri, meningkatkan perindustrian ikan di
Thailand, serta membantu pemberian nasihat dan solusi dalam pengelolaan rantai
pasokan atas adanya resiko pekerja anak*3.

Trade Union / Asosiasi Dagang di Thailand memiliki peranan penting
dalam mengatasi pekerja anak, pekerja paksa dan melawan segala bentuk
diskriminasi dalam dunia kerja. National Trade Union memainkan peranan kunci

dalam meningkatkan perlindungan bagi para pekerja dimana asosiasi tersebut

129 |bid. Hal 38.,
130 Ibid.,
131 |bid. Hal 39.,
132 1pid.,
133 1bid.,
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merupakan alat untuk mempromosikan perlindungan yang lebih kuat kepada
pekerja dan membantu pemahaman terkait dengan hak dan prinsip dalam bekerja,
termasuk penghapusan pekerja anak dimana salah satu tugas dari asosiasi tersebut
adalah meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran dan anggota
keluarganya®34,

Dalam program kerjasama bersama ILO, International Union of Food,
Catering, Restaurant, Agriculture, Tobacco, Allied Workers Associations (IUF) dan
beberapa kelompok lainnya bekerjasama dalam meningkatkan hak-hak pekerja
dalam sektor perikanan serta saling bertukar informasi antar kelompok dalam
mengembangkan Good Practice; mengurangi pekerja anak, pekerja paksa dan
meningkatkan lingkungan kerja menjadi lebih baik; memperkuat perlindungan bagi
pekerja migran; dan advokasi untuk ratifikasi standar pekerja internasional dan aksi
dalam melawan pekerja anak?!3®.

Terdapat beberapa Non Government Organizations (NGO) dan LSM yang
bekerjasama dalam program kerjasama antara ILO dan Thailand dalam mengurangi
pekerja anak dalam sektor perikanan dan pengolahan seafood yaitu Planned
Parenthood Association of Thailand, National Council for Youth Development
(NCYD), Foundation for Child Development, Raks Thai dan Labour Rights
Promotion Network Foundation yang mana hal tersebut bertujuan untuk
memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat Thailand dan migran yang
beresiko tinggi, dan disatu sisi dapat memberikan dukungan untuk pengembangan

kebijakan Pemerintah terkait dengan penanganan pekerja anak, mempromosikan

13% 1bid. Hal 40.,
135 1bid. Hal 41.,
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lapangan kerja yang aman serta akses pendidikan dan layanan sosial bagi
masyarakat dan anak-anak yang membutuhkan?3®.

Tugas utama bagi NGO dan LSM tersebut dalam implementasi program
kerjasama antara ILO dan Thailand adalah meningkatkan kesadaran dan advokasi
terkait dengan pekerja anak dan perlindungan anak; meningkatkan akses bagi anak-
anak Thailand dan migran asing atas pendidikan dasar, pendidikan non formal dan
layanan kesehatan; meningkatkan keamanan finansial, kemampuan dan
keterampilan masyarakat; serta mempromosikan perlindungan hukum bagi anak-
anak yang bekerja, para migran asing, pekerjaan aman bagi kaum muda dan
menangani lingkungan kerja yang berbahaya bagi anak-anak*3’.

Akan tetapi keberadaan dari kegiatan perdagangan anak yang kemudian
berimbas pada tingkat pekerja anak tersebut hingga kini belum mampu diselesaikan
dengan tuntas yang mana terlihat dari tingginya migran anak-anak di Thailand,
khususnya bagi anak-anak yang bekerja pada sektor perikanan dan pengolahan
seafood di sejumlah provinsi seperti Samut Shakon, Surat Thani, Nakhon Si
Thammarat dan sebagainya.

Meskipun telah ada regulasi terkait perlindungan anak-anak di Thailand,
namun kondisi pekerja anak tetap memprihatinkan. Rendahnya upah yang didapat
yang tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anak tersebut,
lingkungan yang kotor dan lembab, waktu bekerja yang sangat penuh dimana

memperkecil waktu bagi mereka untuk belajar bahkan bermain serta kondisi bagi

136 1hid. Hal 42.,
137 1bid.,
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anak-anak untuk rentan terhadap segala bentuk kekerasan baik berbentuk verbal
atau fisik.

Kondisi pekerja anak di Thailand begitu unik dimana ketika pekerja anak
lokal mengalami penurunan maka pekerja anak migran akan mengalami kenaikan.
Kondisi tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh perekonomian Thailand yang
membaik, dimana hal tersebut menjadi faktor penarik bagi keluarga yang berasal
dari negara tetangga Thailand untuk pindah ke Thailand dengan harapan mencari
penghidupan di lokasi yang lebih baik. Justru hal tersebut menuntut anak-anak
migran yang kurang pendidikan dan lemah perekonomian keluarganya untuk turut
bekerja menjadi pekerja anak di Thailand.

Selain itu tidak jarang anak-anak atau keluarganya di Thailand mendapatkan
pekerjaan melalui bantuan agen, dimana agen tersebut menuntut uang sebagai ganti
atas jasa mencari pekerjaan bagi mereka. Jeratan hutang akibat ketidakmampuan
membayar agen pencari pekerjaan tersebut mendorong anak-anak untuk bekerja
secara penuh dengan harapan mampu meringankan beban hutang keluarganya
terhadap agen tersebut.

Belum lagi ketika keluarga migran tersebut tidak terdaftar secara legal,
maka sulit bagi Pemerintah Thailand untuk mendeteksi dan memberikan
perlindungan serta jaminan pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dan
keluarganya. Hal tersebut menjadi permasalahan bagi Pemerintah Thailand untuk

mendapatkan data secara spesifik atas pekerja di negaranya
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